BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya
1. Analisis Jabatan
a. Pengertian Analisis Jabatan
Pengertian jabatan secara etimologi berasal dari kata “jabat” yang dapat
diartikan sebagai memegang atau melakukan. Sedangkan menurut KBBI, jabatan
dapat diartikan sebagai sebagai berikut :
Jabatan merupakan pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau
organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan
juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukkan tugas,
wewenang, tanggung jawab dan hak seorang pegawai negeri sipil
atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan.

Wirawan (2015) mengatakan bahwa :

Analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi
yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur,
antara lain yaitu; mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator
pekerjaan, pendidikan dan kompetensi tenaga yang diperlukan,
teknologi atau peralatan yang diperlukan, prosedur operasi
melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga
pelaksana dan teknik menilai kinerja.

Menurut KBBI (2021), “Analisis jabatan merupakan penyelidikan tentang
kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya”. Analisis jabatan juga dapat diartikan untuk
mengetahui  kejelasan tugas dan fungsinya, serta wewenang dan
tanggungjawabnya. Kejelasan tugas dapat dilihat dari informasi yang dibutuhkan
dalam menyusun gambaran pekerjaan yang telah ada, sehingga dapat terbentuk
spesifikasi jabatan hingga dapat dievaluasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengatakan bahwa “Analisis jabatan



adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data
jabatan menjadi informasi jabatan”.

Marwansyah (2010), mengatakan bahwa :

Analisis jabatan menghasilkan dua jenis informasi pokok yaitu
Deskripsi Jabatan (Job Description) yang merupakan informasi
tentang tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari sebuah
jabatan dan Spesifikasi Jabatan (Job Specification) yang merupakan
informasi tentang kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus
dipenuhi oleh seseorang atau personalia untuk menduduki suatu
jabatan, hal ini dilakukan agar seseorang mampu melakukan sebuah
pekerjaan.

Menurut Istiwahyuningsih (2019), analisis jabatan adalah proses pengumpulan
informasi tentang jabatan yang ada, mulai dari nama jabatan, kualifikasi jabatan,
uraian tugas, standar pencapaian dan lain-lain. Analisis Jabatan adalah suatu proses
pengumpulan informasi secara sistematis guna menentukan keterampilan, tugas dan
pengetahuan yang perlu dikuasai oleh sumber daya manusia untuk melakukan suatu
pekerjaan (Haryanto, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari pengertian analisis jabatan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa analisis jabatan merupakan suatu proses kegiatan dalam
mengumpulkan informasi terkait suatu jabatan secara teratur yang dikelola dan
menghasilkan deskripsi jabatan serta spesifikasi jabatan yang efektif dan efisien.

Hasil analisis jabatan menjadi persyaratan atau pedoman bagi sumber daya manusia

yang akan menduduki jabatan yang dianalisis.

a. Tujuan Analisis Jabatan
Tujuan dilakukannya analisis jabatan adalah untuk memudahkan organisasi
atau instansi dalam memetakan kebutuhan sumber daya saat ini dan juga dimasa
yang akan datang (Kasmir, 2016). Analisis Jabatan berupa pengumpulan data serta
membuat penilaian tentang segala sesuatu informasi penting terkait pekerjaan yang
telah diidentifikasi. Tujuan analisis jabatan ialah menciptakan target kerja pegawai

dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai sesuai yang direncanakan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa
Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis
beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta
jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan penjelasan dari tujuan analisis jabatan dapat disimpulkan bahwa
dapat memberikan pedoman dalam menyusun program kegiatan pengembangan dan
pelatihan, seleksi dan menentukan penempatan pegawai yang telah ditetapkan. Hal
itu, proses analisis jabatan dapat dilakukan secara sistematis dengan menggunakan
indikator—indikator analisis jabatan. Indikator analisis jabatan mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.

a. Manfaat Analisis Jabatan

Analisis jabatan memiliki manfaat yakni dapat memudahkan dalam
perencanaan sumber daya manusia, menentukan beban kerja untuk setiap jabatan
serta dapat memenuhi kebutuhan pegawai (Istiwahyuningsih, 2019). Bagi organisasi
manfaatnya untuk dapat mengetahui jumlah jabatan yang ada disuatu organisasi,
adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab, analisis jabatan juga
bermanfaat untuk menentukan beban kerja masing-masing jabatan, mengetahui
persyaratan masing-masing jabatan, sebagai pedoman dalam rekrutmen calon
karyawan dan lainnya (Kasmir, 2016).

Manfaat dari analisis jabatan menurut Taggala (2015) adalah:
Inventarisasi jabatan dan kamus jabatan
Penyusunan kebutuhan tenaga kerja
Rekrutmen, seleksi dan penempatan
Penugasan/pemberian tugas
Petunjuk kerja dan pengawasan atasan langsung
Penilaian prestasi kerja

Organisasi dan tata laksana
Evaluasi jabatan

NN =
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9. Pelatihan

10. Penyusunan pola karier

11. Statistik dan laporan

12. Penempatan tenaga kerja asing.

Menurut Ramadhan, dkk., (2014) mengatakan bahwa manfaat analisis beban
kerja sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah kebutuhan pegawai: sebagai dasar dan
patokan oleh tim HR untuk menambah atau mengurangi jumlah
pegawai/karyawan pada suatu jabatan atau unit kerja yang akan
ditempatkan ataupun direkrut.

2. Menyempurnakan struktur organisasi: menggabung dua jabatan
atau lebih menjadi satu jabatan, memisahkan satu jabatan
menjadi dua jabatan atau lebih, atau menciptakan suatu jabatan
baru.

3. Menyempurnakan tugas jabatan: menambah atau mengurangi
tugas atau aktivitas dari suatu jabatan sehingga mencapai
rentang beban kerja standar (optimum).

4. Menyempurnakan Standard Operating Process (SOP):
menyempurnakan SOP karena adanya proses penyempurnaan
untuk tugas/aktivitas jabatan dan/atau penyempurnaan struktur
organisasi.

Manfaat analisis jabatan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan analisis
jabatan menjadi hal yang terpenting bagi organisasi atau instansi. Manfaatnya untuk
mempermudah proses administrasi kepegawaian sehingga dapat dengan mudah
mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien. Analisis jabatan juga bermanfaat untuk
mempurmudah penempatkan pegawai pada posisi jabatan dan deskripsi
pekerjaannya.

2. Analisis Beban Kerja
a. Pengertian Analisis Beban Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengatakan bahwa “Analisis Beban Kerja
adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh
informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan

volume kerja”. Aristi, dkk., (2014) mengatakan bahwa “Analisis beban kerja adalah

kajian terhadap seberapa besar volume pekerjaan yang dibebankan pada karyawan
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dalam organisasi yang menjamin ketercapaian rencana strategis di masa yang
akan datang”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 mengatakan bahwa
“Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit
organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu”. Beban
kerja adalah volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja baik fisik
maupun mental dan menjadi tanggung jawabnya (Mahawati, dkk., 2021). Pengertian
beberapa ahli diatas tentang beban kerja dapat disimpulkan bahwa beban kerja
adalah 8 suatu kondisi yang harus dipikul oleh pemegang jabatan dengan jangka
waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari pengertian analisis beban kerja dapat diketahui
seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan,
analisis beban kerja juga dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi serta dapat mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan
untuk mengerjakan suatu tugas yang telah diidentifikasi.

a. Tujuan Analisis Beban Kerja

Analisis beban kerja dilakukan untuk mengukur dan menghitung beban kerja
setiap jabatan dalam unit kerja. Hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi atau pelaksanaan tugas serta dapat meningkatkan
kapasitas organisasi (Istiwahyuningsih, 2019).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa :

Tujuan analisis beban kerja agar dapat terpenuhinya tuntutan
kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta
profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada
setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi
semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
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Berdasarkan penjelasan dari tujuan analisis beban kerja dapat disimpulkan
bahwa bertujuan untuk mengetahui seberapa besar beban kerja dan berapa banyak
kesanggupan tugas yang dapat diselesaikan oleh pegawai, menentukan berapa
jumlah tanggung jawab dan beban kerjanya yang harus diselesaikan dalam waktu
tertentu sesuai yang telah ditetapkan.

a. Manfaat Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar dapat
terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta
profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi
(Haryanto, 2021).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Manfaat analisis beban kerja adalah dapat menghasilkan suatu tolak
ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta
melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian
pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi
kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem
prosedur kerja dan manajemen lainnya.

Manfaat dari analisis beban kerja ialah sebagai landasan atau dasar dalam
penataan struktur, penyempurnaan sistem atau prosedur kerja, penilaian prestasi,
menyusun rencana kebutuhan pegawai dengan beban kerja, patokan standar beban
kerja jabatan atau kelembagaan, sebagai landasan promosi pegawai, mutasi,
pemberian reward dan punishment serta kebijakan lain yang diputuskan oleh
pimpinan sebagai upaya dalam meningkatkan pendayagunaan pegawai (Khairi,
2021).

Manfaat analisis beban kerja diatas dapat disimpulkan bahwa analisis beban
kerja menjadi standar dan pedoman untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan

tanggung jawab pegawai agar tujuan instansi tercapai dengan efektif dan efisien

sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam organisasi.
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3. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja menjelaskan proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan
dengan tahap sebagai berikut:

a. Persiapan. Tahap persiapan dilakukan proses perencanaan analisis
jabatan, pembentukan tim, Pemberitahuan kepada unit organisasi
yang akan menjadi sasaran, dan Penyampaian formulir analisis
jabatan dan petunjuk pengisiannya

b. Pengumpulan data jabatan. Pengumpulan data jabatan dilakukan
mulai dari pengisian daftar pertanyaan, wawancara, observasi, dan
referensi

c. Pengolahan data jabatan. Pengolahan data jabatan dilakukan dengan
menyusun uraian jabatan. penyusunan spesifikasi jabatan,
penyusunan peta jabatan.

d. Verifikasi jabatan. Hasil dari pengolahan data dilakukan dengan
memeriksa kebenaran melalui pengecekan ulang. Informasi jabatan
yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1) Identitas jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak
jabatan dan ikhtisar jabatan

2) Nama Jabatan yaitu sebutan untuk memberikan ciri dan gambaran
atas isi jabatan, yang berupa tugas-tugas yang melembaga atau
menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama
sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama

3) Kode Jabatan merupakan kode yang merepresentasikan suatu
jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan

4) Ikhtisar Jabatan atau atau biasa disebut ringkasan tugas adalah
ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam
satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan

5) Kualifikasi Jabatan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik

6) Uraian Tugas vyaitu paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja
dalam kondisi tertentu

7) Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku
jabatan

8) Bahan Kerja merupakan masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) menjadi hasil kerja

9) Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan
untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja

10) Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-
seginya
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11) Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemangku jabatan
untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan
keputusan

12) Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat
dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik.

Mengacu pada pedoman perundang-undangan Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 mengenai teknis pelaksanaannya tentang analisis beban kerja
sebagai berikut :

a. Pengumpulan data beban kerja. Sebelum melakukan pengumpulan
data, terlebih dahulu harus melakukan pengkajian agar memperoleh
kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, rincian tugas, dan rincian
kegiatan. Kegiatan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan
kuesioner, wawancara, dan observasi

b. Aspek-aspek dalam perhitungan. Ada tiga aspek pokok yang harus
diperhatikan yaitu :

1) Beban kerja. Beban kerja ini merupakan aspek yang menjadi
dasar untuk perhitungan

2) Standar kemampuan rata-rata. Standar kemampuan yang diukur
dari satuan waktu atau satuan hasil yang digunakan. Standar
kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu, dan
standar kemampuan dari satuan hasil disebut norma hasil.

NORMA WAKTU = 2rang x Waktu
Hasil
Hasil
NORMA HASIL =
Orang x Waktu

3) Waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud adalah waktu kerja
efektif, yaitu yang digunakan untuk bekerja.

Gambar 1
Perhitungan Hari Kerja

Jml. Hari menurut kalender .... Hari

Jml. Hari minggu dalam 1 tahun .... Hari

Jml. Hari libur dalam 1 tahun ... Hari

Jumlah cuti dalam 1 tahun .... Hari

Hari libur dan cuti — ... Han
Hari kerja Efektif ... Hari

Sumber : PERMENPAN RB Nomor 1 Tahun 2020
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Gambar 2
Perhitungan Jam Kerja

Contoh menghitung jam kerja efelktif :

Jumlah jam kerja formal 1 minggu | 37.5 Jam

Jumlah jam kerja efektif 1 minggu | 70% x 37,5 = 26 Jam 25

Jumlah jam allowance Jam 1 30% x 37,5 = 11 jam 25 menit
minggu

Jumlah jam kerja formal per hari dalam 5 hari adalah 37,5 : 5 = 7,5

Jam.,

Sumber : PERMENPAN RB Nomor 1 Tahun 2020

Metode perhitungan pegawai. Banyak metode atau pendekatan yang

sering digunakan dalam menghitung kebutuhan pegawai diantaranya:

1) Pendekatan hasil kerja. Menghitung kebutuhan dengan
mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Rumus
menghitung dengan pendekatan metode ini adalah :

Jumlah Hasil Kerja (Beban Kerja)

X 1orang
Standar Kemampuan Rata—Rata

2) Pendekatan objek kerja. Beban kerjanya bergantung dari jumlah
objek yang harus dilayani. Rumus menghitung dengan
pendekatan metode ini adalah :

Jumlah Objek Kerja (Beban Kerja)
Standar Kemampuan Rata—Rata

X 1 orang

3) Pendekatan peralatan kerja. Jabatan yang beban kerjanya
bergantung pada peralatan kerjanya. Rumus menghitung dengan
pendekatan metode ini adalah :

Jumlah Peralatan Kerja (Beban Kerja

- 5 X 2orang
Rasio Penggunaan Alat Kerja

4) Pendekatan tugas pertugas jabatan. Menghitung kebutuhan
pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam.
Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah :

Beban Kerja X Waktu Penyelesaian
Waktu Kerja Efektif

X 1orang
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4. Kerangka Pikir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Gambar 3
Kerangka Pikir

PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2020

PERSIAPAN
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

PENGUMPULAN DATA JABATAN

ASPEK PERHITUNGAN :
ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN
) KERJA
Beban Kerja
Standar Kemampuan
Waktu Kerja

PENGOLAHAN DATA

VERIFIKASI JABATAN :

Identitas Jabatan
Nama Jabatan

Kode Jabatan PENDEKATAN PERHITUNGAN :

Ikhtisar Jabatan
Kualifikasi Jabatan
Uraian Tugas

Hasil Kerja
Objek Kerja
Peralatan Kerja

Hasil Kerja
Bahan Kerja
Perangkat Kerja
Tanggung Jawab
Wewenang
Syarat Jabatan

Tugas Petugas Jabatan

Sumber : PERMENPAN RB Nomor 1 Tahun 2020

B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang
Kelurahan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pada Pasal 1
ayat 5 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai
perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, serta

mencakup mengenai pendanaan kelurahan bersumber dari APBD.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 3
yang mengatur tentang Kelurahan, mengatakan bahwa Pembentukan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 satu harus memenuhi syarat-syarat :

a. Jumlah Penduduk;
b. Luas Wilayah;
c. Bagian Wilayah Kerja;
d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
1. Pengertian Kantor Kelurahan
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah
kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat
daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil
setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak
mengatur wilayahnya lebih terbatas.
Sedarmayanti (2019) mengemukakan bahwa :
Kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata Usaha di mana
terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi dan prosedur
untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima,
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkannya.
Menurut KBBI (2021) mengungkapkan bahwa “Kantor merupakan sebuah
balai (ruang, gedung dan rumah) tempat yang digunakan untuk mengurus suatu
pekerjaan (suatu instansi atau perusahaan) tempat bekerja”. Hal ini dapat
simpulkan bahwa kantor merupakan suatu tempat guna menjalankan suatu
kegiatan atau pekerjaan yang didalamnya terdapat seorang personil atau pegawai
pada sebuah perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Pasal 1

ayat 5 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai

perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Perangkat
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kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan
yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Kansil, 2002).
Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh
Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengat syarat yaitu pendidikan minimal
sekolah lanjutan pertama dan yang berpengatahuan atau berpengalaman
sederajat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Kelurahan
Tompobalang Kabupaten Gowa. Terdapat tugas di Kantor Kelurahan Tompobalang
Kabupaten Gowa pada Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa :

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan
kelurahan.

Pedoman Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Kelurahan
Tompobalang Kabupaten Gowa. Terdapat fungsi di Kantor Kelurahan
Tompobalang Kabupaten Gowa pada Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa :

a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Kelurahan

Tompobalang Kabupaten Gowa.
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